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PtrR,\TURAN DAERAII PROPINSI T}ANTEN

NOI\{OR :  59 TAIIUN 2002

T[NTANG

IZIN USAIIA PEIUKANAN

DTJNGAI.{ RAIIN,IA'| TUFIAN YANG MAIIA ESA

GUBEINUR BANTEN,

bahrva dalam rangka pengendalian pemanfaatan sumber daya
ikan yang berkelanjutan, Pemerintah Propinsi Banten
memberikan pelayanan dalam bentuk menerbitkan Surat
Penangkapan Ikan (sPD, Surat lzin Kapal Pengangkut Ikan
Indonesia (sIKPII) bagi perorangan maupun badan hukum yang
nielakukan usaha perikanan;

bahrva pungutan izin usaha pcrikanan dan pungutan hasil
perikanan dimaksudkm sebagai jusu atas kesempatan yang
diberikan oleh Pemerintah Propinsi Bantcn untuk melakukan
usaha perikanan dalam wilayah Propinsi Banten;

bahn'a untuk mcmenuhi maksud tersebut pada huruf a dan b di
atas, perlu mengatur Izin usaha Pcrikanan yang ditetapkan
dalanr suatu l)craturan Dacrah.

I .  undang-undang Nomor 8 Tahun l98l tcnrang l{ukum Acara
I'}idana (l,crnbaran Negara Tahun l98l Nonror 76, Tambahan
l.crnbaran Ncgara Nomor 3209);

2. Undang-undang Nornor 9 Tahun l g85 renrang perikzuran
(Lenrbaran Ncgara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran
Ncgara Nomor 3299) ;

3. Undang-Undang Nomor 2l rahun r99l renrang pelayaran
(Lcrnbarnn Negara Tahun 1992 Nomor 98, J'arnbahan Lembaran
Ncgar i r  Nonror  3493) ;

Undang-undang Nomor 6 l 'ahun 1996 tentang perairur
Indoncsia (Lembarau Negara Tahun lg96 Nomor 73, Tambahan
Lcnrbaran Ncgara Nomor 36a7);

Urrdang-undiing Nornor l8 Tahun lggT rcnrang pajak Daeralr
dan Rctribusi Daerah (Lembaran Ncgara Tahun l9g7 Nomor 41,
Tanrbahan Lenrbaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah
diubah dengan undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang
Perubahan atas Undang-undang Nomor l8 Tahun 1997 tcnrang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun
2000 Nomor 246, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 40ag);

b .

. t

5 .



6 . Undang-unclang Nomor 23 Tahun 1997 rentang Pengelolaan
Lingkungiin l-lidup (Lembaran Ncgara Tahun 1997 Nomor 68,
Tanrbahan Lenrbartrn Negara Nomor 3699);

7 , Undang-undang }.lonior 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah (Lernbaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nonror 3839);

Undang-undung Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Nomor a0l0);

Peraturan Penrerintah Nomor 46 Tahun 1993 tentang Perubahan
Atas Pcraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang
Usaha Pcrikanan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 73,
Tambahan Lcrnbaran Negara Nomor 2536);

10. Pcraturan Pcnrerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Keu'cnangan Pcmerintah dan Kcwenangan Propinsi sebagai
Daerah Otononr (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54,
Tambahan Lcrnbaran Negara Nomor 3952);

I I . Pcraturan Pcnierintah Nomor 14 I Tahun 2000 tentang
Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor l5 Tahun 1990
tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor
256, Tambahan Lembaran Ncgara Nomor a058);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tcntang Retr ibusi
Dacrah (Lembaran Ncgara Tahun 2001 Nomor I 19, Tambahan
Lembaran Negara Nornor al39);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang
Kepelabuhan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor rz7,
Tambahan Lcmbaran Negara Nomor ala5);

14. Peraturan Daerah Propinsi Banten Nomor 3 Tahun 2002 tentang'[ata 
cara Pcnrbcntukan dan Tcknik Pcnl,usunan peraturan

Daerah (Lcrnbaran Dacrah Tahun 2002 Nonror 4, Seri E);

15.  I )crat r rnur  Drcrah Propins i  I lantcn Nonror  l5  Tahun 2002
tcntang l)cnrhcntukan, Susunan Organisasi dan Tata Kcrja Dinas
Kcluutan c l ln  I 'c r ikani rn Propins i  I l rn tcn ( [ -cnrbaran Dacrah- l -ahun 

2002 Nornor  16,  Ser i  D) ;

i6. I)craturan Dacrah Propinsi Banten Nomor 36 Tahun 2002
tentang Itcncana 

' fata 
Ruang Wilayah Propinsi Banten 2002 -

2017 (Lcmbaran Dacrah Tahun 20AZ Nomor 37, Seri E).

i \ I [ i \ IUTUSI(AN :

PEIU\TURAN DAERAI.I PROPTNSI BANTEN TENTANG IZTN
USAI-lA I)ITRIKANAN

8 .

9 .

Dcngan persetujuan

DEWAN PERWAKILI\N IL,\KYAT DAERAI{ PROPINSI I]ANTEN

Menetapkan



I]AI} I

I(ETENTUAN Ui\IUi\I

Pasai i

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dcngan :

1. Daeratr adalah Propinsi Banten;

2. Pemerintah Daerah adalah Gubcrnur bcscrta perangkat Dacrah Otonom yang lain

sebagai Badan Eksekutif Daerah;

3. Gubemur adalah Gubernur Banten;

4, Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Propirlsi Banten;

5. Kepaia Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Banten;

6. Bupati/Walikota adaiah BupatiiWalikota dalam Propinsi Banten;

7. Usaha Perikanan adalah scmua usaha pcrorangan atau badan hukum untuk menangkap
atau membudidayakan ikan, termasuk antara lain kegiatan memuat, menyimpan,
mengolah, mendinginkan, mengawetkan dan mengangkut ikan untuk tujuan komersial;

8. Wilayah Penangkapan ikan adalah sejauh 4 - l2 mil laut yang diukur dari garis pantai
pasang/surut ke arah laut lepas dan atau ke arah perairan kepulauan yang berdomisili di
wilayah administrasi yang menggunakan kapal perikanan bermotor dalam yang
berukuran tidak lebih dari 30 GT dan atau yang mesinnya berkekuatan tidak lebih dari
90 Daya Kuda (DK);

9. Perusahaan Perikanan adalah perusahaan yang didirikan khusus untuk melakukan usaha
perikanan dan dilakukan oleh badan hukum Indonesia;

10. Usaha Penangkapan Ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan di
perairan dalam keadaan tidak dibudidayakan dengan alat atau cara apapun termasuk
kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, menyimpan, mengolah,
rnendinginkan dan mcngarvctkan dan nrcngangkut ikan untuk tujuan korncrsial;

I 1. Usaha Pengangkutan Ikan adalah kcgiatan yang khusus melakukan pengumpulan dan
atau pengangkutan ikan, baik 1'ang dilakukan oleh perusahaan pcrikanan maupun oleh
perusahaan bukan perusahaan perikanan ;

12. Kapal Perikanan adalah kapal atau pcrahrr atau alat apung lainnya yang digunakan
untuk melakukan penangkapan ikan;

13. Kapai Pengangkut ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk
mengangkut ikan termasuk memuat, menampung, menyimpan, mendinginkan atau
mengawetkan ikan;

14. Alat Penangkap Ikan adalair sarana dan perlengkapan atau benda lainnya yang
dipergunakan untuk menangkap ikan;

15. Alatbantu Penangkap Ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lain yang
dipergunakan untuk membantu efektivitas penangkapan ikan;

16. Izin Usaha Perikanan, yang sclanjutnya dapat disingkat IUP adalah izin tertulis yang
harus dimiliki oleh perusahaan pcrikanan yang melakukan usaha pembudidayaan ikan
atau usaha penangkapan ikan dengan menggunakan kapal perikanan beserta alat
penangkap ikan;

17. Surat Penangkapan lkan, yang selanjutnya dapat disingkat SPI adalah surat yang harus
dimiliki setiap kapal perikanan yang berberrdera indonesia untuk melakukan kegiatan
penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Izin Usaha Perikanan;

18. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Indonesia, yang selanjutnya dapat disingkat SIKPII
adalah surat izin yang harus dimiliki sctiap kapal pengangkut ikan berbendera indonesia
untuk melakukan kegiatan pe ngangkutan ikan yang digunakan oleh perusahaan
perikanan;



l9 '  Surat Izin Kapal Pclt lr 'ngkltF ,.1uri  I 'cngangkrrt Ikan Incloncsia, ).ang selanjutnya clapatd is ingkat  SIKPPII  ac ia la l r  sLr i - , t  iz i r  f  ̂ ng i . , ' ' , ,  c i i rn i l ik i  scrrap k; rpai  yang mcngangkurikan berbendera Indoncsia c l r t l ru t t  s l t r ra i  Kapat  l 'cnangkapan lk .n untuk melakukankegiatan penangkapan d'n pc'g;rng,kuian lkrn yani , . l lgunakan oleh perusahaanperikanan;

20' Alat Tangkap Payang adalah alrt tangkapijaring kanrong yang rcrdiri dari tiga bagianyaitu sayap' badan dan kantong )'ang diopcrasikan untulimenangkap ikan dengan caramelingkari geromboian ikan ;
2l' Alat Tangkap Purse Seine adalah alat tangkap/jaring/kantong/pukat cincin berbentukpersegi empat untuk menangkap ikan derlgan cara menciurkan bagian bawah jaringyang terdiri atas ratusan bahkan ribuan cincin schingga jaring *Jrb.ntuk kantongbesar dimana ikan banyalc terkumpul di dalarnnya;
22' Alat Tangkap Sondong adalah alat tangkap/jaring ikan yang dioperasikan dengan caramendorong jaring dengan tenaga nranusia atau kapal me-nyusuri dasar atau kolomperairan;

23' Squid Jigging atau pancing cumi-cumi/cigi-cigi adalah pancing yang menggunakanudang sebagai umpan atau pcmikat cumi_cu-nLi;
24'Rawai Dasar adalah sejenis.pancirrg yang terdiri atas tali panjang yang pada jaraktertentu terdapat tali cabang dan. pada ujung tali cabang terdapat mata pancing, dimanajumlah tali cabang dan pancing dapat rnenclpui puluhai, ratus'an bahkan ribuan;
25' Tuguk/Trintan adalah jenis alat tangkap ikan pasif dengan cara menggiring ikanmengikuti tonggak-tonggak kayu yang dipasang sederniki* *pu sehingga ikan akantergiring masuk ke dalam jaring. ruguk ini terdiri atas jaring dan rumah tuguk di ataskayu-kayu yang ditancapkan ke dasar-perairan;
26' Bubu adalah alat tangkap pasif yang dipasang di dasar perairan dengan atau tanpaumpan di dalamnya yang apabila ikiursudah masuk ke dalamnya ticlak akan bisa keluarlagi;

27' Gillnet atau Jaring Insang adalah scjenis jaring penangkap ikan berbentuk persegiempat yarlg bila ikan mcnabrak jrring tcrse-but akan terkena insangnyu ,.t,ingga ikantidak dapat lar i ;

28' Hasil Ikan adalah hasil tangkapart if:a:r yang rcrcliri dari hasil tangkapan di laut dan hasilbudidaya ikan.

I }AB I I

OI}.I I IK D.,\N SURJtrI( RtrTRIBUSI

Pasal 2,

objek Retribusi adalah izin Usaha Perikanan (lUP), Surat penangkapa' Ikan (Spl), Suratrzin Kapal Pengangkut Ikan Indonesia lstkrtg, surar Izin Kapal penangkap danPengangkut Ikan Indonesia (srKppll) dan FIisil perikanan.

Pasal 3

Subjek Retribusi adalah orang atau badan hukr:m yang melakukan usaha perikanan danpenangkapan ikan di wilayah Perikanan Propinsi boni.n yang memperoleh Izin UsahaPerikanan (luP), Surat Penangkapan Ikan (sPI), Surar tzin plnrmgkap dan pengangkut
ikan Indonesia (SIKPPII) atau surat Izin Kapal Pengangkut Ikar IncJonesia (SIKplI) danpengumpulan ikan.



I }AI ]  I I I

BtrNTUI( USAIIA PtrRIKANAN

Pasal 4

(1) Usaha Perikanan rerdiri dari :
a. Usaha Penangkapan Ikan;
b. Usaha Pengolahan Ikan;
c. usaha Pengumpulan Ikan dan pengangk'tan Ikan;
d. Usaha Budidaya Ikan.

(2) Usaha penangkapan ikan sebagaimana dimaksud dalam ayat ( l)  huruf a meliputi  jenis-
l .

Jenls Keglatan :

a. penangkapan ikan menggunakan kapal ikan;
b.  penangkapan ikan menggunakan alat  penetap.

(3) Usaha Budidaya Ikan sebagaimana dirnaksud dalam ayar ( l )  huruf  d mel iput i  kegiatan:
a.  budidaya ikan laut  d i  rv i layah laut  propinsi ;
b.  budidaya kerarnba/ ja la apung di  rv i rayalr  Iaut  propinsi .

(4 )  usaha Pengumpulan  Ikan  c jan  I rcngangku ian  scbaga inrana c l i rnaksuc l  cJa l1m ayat  ( l )
h u r u f  c  m c l i p u t i  k c g i a t a n  :
a. pengumpulan ikan/rurnpur laut;
b. pembarvaan ikan keluar propinsi.

(5) Us$a Pengolahan Ikan sebauainranlc l inraksud dalarn a) .ar  ( l )  huruf  b mel iput iKeglatan :
a. budidaya ikan laut cl i  u' i lal ,ah
b.' budidaya keranrba.zjala apung

l l u t  I ) r o p i n s i ;

d i  * ' i l avah lau t  Prop ins i .

I)asal 5

(l)  Setiap usaha perikanan clalarn Propinsi ha11,a bolch di lal iukan oleh
Negara Indonesia atau Badan I iukurn Indoncsia tcrnrasuk Koperasi.

(2) Setiap usaha perikanan sebagainrana dinraksuci ayar (r) diw,aj ibkan
Gubernur atau Pejabat yang ciitunjuk.

I]AI} IV

TATA CARA I'EI\IBERIAN IZIN

IUP, SPI ,  SIKPI I ,

DAN IUASA BERLAKU

SIKPPiI

[rcrorangan Warga

memil iki  izin dari

atau koperasi kepada
bahan-bahan sebagai

Pasal 6

(i) setiap orang, badan hukum atau koperasi pgrikanan yang melakukzur kegiatan diwilayah pengelolaan perikanan wajib memiiiki IUp.
(2) Permohonan IUp diajukan oleh perorangan, badzur hukum

Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dJgan melampirkan
berikut :
a. Rencana usaha;
b. Laporan keuangan dan pajak;
c. Nomor Pokok Wajib pajak Qltpwp);



d. Akte pendirian untuk badan hukuur atau kartu tanda pcnducluk untuk usaha
perorangan;

Data personalia;

Pernyataan kesanggtlpan nrcmbayar rctr ibusi pcrikanan scsuai clengan peraturan
perundangan-undangan yan g bcrl aku ;

g. Pas photo 3 x 4 (2 lembar).

(3) IUP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, berlaku selama perusahaan
melakukan usahanya dan dilakukan evaluasi pelaksanaan usaha setiap 3 (iiga) tahun
dengan melampirkan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (i) purul ini.

Pasal 7

(1) Perusahaan Perikanan yang telah memperoleh IUp, sebelunr
penangkapan ikan dan pengangkutan ikan rvaj ib mcrni l iki  SPI atau
kapal yang dipcrgunakan.

(2) Permohonan SPI, SIKPII,  SIKI) l) l l  cl ia.;ukan kcpacla ( iubcrnur atau pejabat yang
ditunjuk dengan melampirkan :

a.  sa l inan IUP yang d i legal is i r ;

b. salinan tanda pendaftaran kapal (goss akte);
c. salinan surat ukur kapal;

d. sal inan sert i f lkat kclaikan clan pcngarvakarr;
e. bukti  pembayaran rctr ibusi pcrikanirn scsLlai ke tentuan yang bcrlaku.

(3) SPI, SIKPil ,  SIKPI'}I I  dibcrikan untuk jangka u'aktu I (saru) tahun dan dapat
diperpanjmg untuk jangka *'aktu )'ang sama apabila telah nrcnrcnuhi syarat.

(4) Setiap permohonan SPI, SIKPII,  SIKPPII ; ,ang disetujui u.aj ib di lakukan cek f isik
kapal dan alat tangkap vang cl ipcrgunakan olch p.tugor y,ang cl i iunjuk Kcpala Dinas.

(5) Kapal Penangkap Ikan * 'aj ib cl i lcrrukapi dengan :
a. SPI asl i ;

b .  sa l inan IUP yang d i lcgal isr r ;

c. ,  surat laik tangka.p operasional;

d. surat izin berlayar.

(6) SPI, SIKPII, SIKPPiI yang tclah clirniliki dapat diajukan pcrmohonan penrbaharurya
dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 6 (cnamj bulan sejak aipcroleh, jika aba
perubahan kepemilikan atau balik narna.

BAI} V

BESARN}'A RI]TRII]USI

Pasal 8

(1) Retribusi izin usaha perikanan ciidasarkan atas jenis, ukurzur dan jumlah kapal sertajenis alat tangkap yang digunakan bagi usaha peningkapan.
(2) Besarnya retribusi izin usaha perikanan ditetapkan berdasarkan rumusan tarif per gross

tonage dikalikan ukuran kapal menurut jenis alat tangkap ikan yang dipergunakan
sebagaimana tabel berikut ini :

f.

melakukan usaha
SIKPII untuk setiap



No Jen is  A la t  Tangkap Satuan Tar i f

i 0 .

11 .

Purse Seine / Pal,ang

Jaring Ingsang

Sondong

Squid J igging

Bubu

Pancing Rawai Dasar

Alat tangkap lainnya

Kapal Pengangkut Ikan

Kapal Penangl:ap dan
Pengangkut Ikan

Tuguk/Triman/Bagan

Usaha Perikanan

Per GT

Per GT

Per Gl"

Per GT

Per GT

Per GT

Pcr GT

Per GT

Per GT

Per GT

Per G'f

Rp. 30.000,-

Rp. 30.000,-

Rp. 20.000,-

Rp. 10.000,-

Rp. 10.000,-

Rp. 10.000,-

Rp. 10.000,-

Rp. 10.000,-

Rp. 10.000,-

Rp. 10.000,-

Rp. 250.000,-

(3) Besarnya retribusi hasil pcrikanan ),ang terutang ditetapkan berdasarkan rumusan2,5 o/o
dikalikan produksi dikalikan harga standar ikan dan dipungut pada saat wajib bayar
memperoleh atau memperpanjang SPI, SiKPII dan SIKPPIL

Pasal 9

( l )  Kepada Instansi  Pcmungut  l {c t r ibus i  d ibcr ikan Upah Pungut  scbcsar  5% ( l ima pcrscn)
dari real isasi penerimaan Rctr ibusi ),ang disctorkan ke Kas f)acrah.

(2) Pembagian upah pungut scbagrinrrna dimaksud dalam ai 'ar ( l )  pasal ini ,  ditetapkan
dengan Keputusan Gubcrnur.

I}, . \ I}  VI

I ' I . - ] \ I I } , \C I , \N I  IASI I ,  ITI i ] 'RI I }USI

l ' asa l  l 0

Retribusi hasil perikanan scbagainranr dirnaksud pada Pasal 8 a1'at (J) disetorkan ke Kas
Daerah sebagai Pendapatan Asl i  Dacrah dan dialokasikan :
a. 80% (delapan puluh pcrsen) untuk l)cnrcrinrah Propinsi;
b. 15% (l ima belas persen) untuk dana pe rnbinaan kele starian sumber daya ikan;
c. 5% (lima persen) untuk upah pungut )'ang pengaturannya ditetapkan oleh Gubernur.

BAI }  V I I

PENCABUTAN SPI,  SIKPI I  DAN SIKI ' I ' I I

Pasal I I

(1) IUP dapat dicabut, apabila :
a. melakukan perluasan usaha tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin;
b. tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha 3 (tiga) kali berturut-turut atau secara

sengaja menyampaikan laporan yang t idak benar;
c, t idak ntclaksanakan kctcrtturin ynng tcrcurrtunr dalanr laporan;
d. memindahtangankan IUP-nya tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin.



(2) SPI, SIKPII dan SIKPPII ciapat ci icabut apabila :
a. t idak meiaksanakan ketentuan yang tercantum dalam IUI, dan atau SPI, SIKpll  dan

SIKPPII;

b. Perusahaan perikanan Inenggunakan kapal perikanan di luzr kegiatan penangkapan
ikan;

Kapal perikanan )'ang bersangkutan tidak lagi menggunakan SPI, SIKPII dan
SIKPPII tersebut atau,

IUP-nya telah dicabut;

Perusahaan perikanan telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan yang telah
mempunyai kekr.ratan hukum tctap.

BAB VI I I

LARAI\GAN

Pasal  12

(i) Untuk menjaga kelestarian sumber daya perikanan, dilarang menggunakan bahan
peledak, listrik, racun atau sejenisnya dan dilarang melaliukan kegiatan usaha
perikanan di daerah tertentu yang tclah clitetapkan oleh Pemcrintah Daerah kecuali
untuk kegiatan penelitian dan survey.

(2) Dilarang menggunakan alat penangkap ikan rrarvl atau mini trawl atau alat tangkap lain
yang telair dimodifikasi namun penggunaannya mirip trawl atau alat tangkap Lin-y*g
dilarang pemerintah.

(3) Dilarang melakukan usaha perikanan pada daerah selain yang telah ditentukan dalam
surat izin usaha perikanan,

(4) Dilarang nlenggunakart alat tangkap statis dijalur pelayaran atau lalu lintas kapal.

I} , \B IX

I 'T.-NGA\\ 'T\S'\N

Pasal I  3

Pengawasan atas pelaksanaan l )cratr . r ran Dacrah in i  d i lakukan otch ( lubcrnur c lan secara
tekn is  operas iona l  d i laks lnak i in  o ich  Kcpa la  D inas .

I }A I ] , \

I ' i . ,NYIDIKAN

Pasal 1,1

(1) Selain Pejabat Penyidik Kcpolisian Rcpublik Incloncsia, Pejabat Penyidik pegawai
Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Penrcrintah Propinsi diberi wewenang kiuru,
sebagai Penyidik untuk mclakukan penyidikan tindak pidana dibirJang retribuii daerah
seQagallana dimaksud dalun Undang-undang Nomor 8 

'fahun 
l98i tentang Hukum

Acara Pidana.

(2) Wewenang Pejabat Penyiciik Pegarvai Negeri Sipil (PPNS) ),ang dirunjuk sebagaimana
dimaksud dalam ayat (!)  pasal ini ,  adalah :

d .
P



a. mellerima, n-Iencari, nlcltgumpulkan diur nreneliti ke te rangan atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau
iaporan tersebut menjadi lcngkap dan jelas;

b. meneliti, mencari dan rnengumpulkan kcterangan mengenai orang pribadi atau
badan tentang kebenaran perbuatul yang dilakukan sehubungun d.ngun tindak
pidana retribusi daerah;

c. meminta keterangan dan atau bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan
dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

d. memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen-ciokumen lain berkenaan dengan
tindak pidana di bidang retribusi daerah;

e' melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan-bahan bukti pembukuan,
pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terliadap batran
bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak
pidana di bidang retribusi daerah;

menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat
pada saat pemeriksaan scdang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan aiau
dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
memanggil seseorang )'ang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
menghentikan penyidi kan ;
melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di
bidang retribusi daerah nrenurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipi l  (PPNS) sebagaimana dimaksud dalam ayat ( l)  pasal ini ,
memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil p.nyiaitu*yu
kepada Penuntut Umum scsuai ketcntuan pcraturan p.*n,iong-undangan yang berlaku.

I}AI] XI

I(I ITENTUAN PIDANA

Pasal I  5

Setiap orang atau badan yang ticiak melakukan kervajibannya sebagaimana dinraksud
pada Pasal 6 dan Pasal 7 Pcraluran Dacrah ini sehubungan dengan keuangan daerah
diancam pidana kurungan pal ing lanra 6 (enam) bulan atau Jenda pal ing banyak
Rp.5.000.000,-  ( i ima ju ta rupiah)

Tindakan pidana sebagaimana dirnaksud dalarn ayat ( I ) pasal ini, adalah pelanggaran.

BAI] XII

I(ETENTUI\N PENUTUP

Pasal  l6

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis
pelaksanaarurya akan diatur lcbih lanjut dcngan Kcputusan Gubcrnur.

g

h.

I

j

k .

( 1 )

(2)



Pasal I  7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Pcraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lcrnbaran Daerah Propinsi Banten.

Ditetapkan di Serang

pada tanggal l8 hsenbeT ZOO}

GUBERNUR BANTBN,

ttd

II .  D. IVIUNANDAR

Diundangkan di Serang
pada tanggal 1'9 Deeember ZD)Z

SEKRtrTARIS DAE,RAI-I
PR.OPII{SI BANTEN.

ttd

Drs. H. CHAERON i\{UCIISIN.
Pembina Utama i \ Iuc l : r

N IP .  010  0s7  318
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